
KEBIJAKAN PENERAP AN MANAJEMEN RISIKO DI 
L · ffiAGA PERBANKAN SYARIAH DALAM RANGKA GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE 

TES IS 

OLEH 

RISW AN FADLY HARAHAP 

NPM. 07 1803 006 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada 

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas 
Medan Area 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 
PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS MEDAN AREA 

MEDAN 
2012 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Judul 

Nama 

NPM 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

HALAMAN PERSETUJUAN 

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lembaga Perbankan 

Syariah dalam Rangka Good C orporate Governance 

Riswan Fadly Harahap 

071803006 

Menyetujui 

Pembimbing I Pembimbing II 

Prof. Dr. Sunarmi., SH., M.Hum Taufik Siregar., SH., M.Hum 

Ketua Program Studi 

Magister Ilmu Hukum 

Nasution., SH., M.Hum 

Direktur 

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS 

Syariah dalam Rangka Good C orporate Governance 

Riswan Fadly Harahap 

071803006 

Menyetujui 

Pembimbing I Pembimbing 

Sunarmi., SH., M.Hum Taufik Taufik Siregar.Siregar., SH.SH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Telah diuji pada tanggal : 17 Juli 2012 

Nam a 
NPM 

: Riswan Fadly Harahap 
: 071803006 

Panitia Penguji Tesis 

Ke tu a 
Sekretaris 
Pembimbing I 
Pembimbing II 
Penguji Tamu 

: Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum. 
Muaz Zul., SH., M.Hum. 
Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum. 
Taufik Siregar., SH., M.Hum. 
Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



PERNYATAAN KEASLIAN 

ang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Riswan Fadly Harabap 

NPM : 071803006 

ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul : 

Penerapan Manajemen Resiko di Bank Syariah Mandiri dalam Rangka Good 

Coorporate Governance" adalah benar merupak:an hasil penelitian yang saya kerjak:an 

tanpa meniru atau menjiplak: hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari 

wa tesis ini tidak: orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat mak:a saya bersedia di cabut 

Magister yang saya peroleh. 

pemyataan ini saya perbuat dengan sebenamya, terimak:asih. 

Fadly Harahap) 

Governance" adalah benar merupak:an hasil penelitian yang 

meniru atau menjiplak: hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian 

tidak: orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat mak:a saya bersedia 

yang saya peroleh. 

pemyataan ini saya perbuat dengan sebenamya, terimak:asih. 

Fadly 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ABSTRAK 
KEBIJAKAN PENERAP AN MANAJEMEN RISIKO DI LEMBAGA PERBANKAN 

SYARIAH DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

RISWANFADLY HARAHAP 

Pengelolaan perbankan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai haruslah didasarkan 
la pada pelaksanaan manajemen risiko yang optimal dan professional. Manajemen risiko 

idefenisikan sebagai suatu rangkaian proses identifikasi, pengukuran (pengaksesan untuk risiko 
operasional), pemantauan dan pengendalian atas semua jenis risiko. Jenis penelitian dalam tesis 
ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
manajemen risiko pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 21 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance. Untuk 
mengetahui peran dan fungsi Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas atas penerapan 
manajemen risiko dan untuk mengetahui upaya manajemen resiko dalam mengatasi hambatan 

alam rangka mewujudkan Good Corporate Governance. Adapun manfaat penelitian Secara 
ritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, lebih 

usus lagi berkaitan dengan hukum perbankan Syariah yang berkaitan dengan penerapan 
ajemen risiko pada perbankan syariah dalarn rangka rnewujudkan good corporate 

overnance. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Bank Indonesia 
sebagai regulator dan pengawas di bidang perbankan Syariah dalam mengeluarkan kebijakan dan 
peraturan bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah, dan rnenjadi rnasukan bagi perbankan 
s ariah dalam mengelola risiko yang sedemikian kompleksnya di dunia perbankan tersebut. 

Penerapan manajemen risiko berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan manajemen risiko diatur di dalam Pasal 38 

ampai Pasal 40. Penerapan manajemen risiko ini merupakan keharusan bagi tiap Bank Syariah 
dan wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. 
Peran dan fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi perbankan 

ariah dan mencanangkan strategis untuk mencapai sasaran pengembangan secara objektif 
paradigma kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten, yaitu (a) market driven, 
pertumbuhan berdasarkan kebutuhan pasar; (b) fair treatment; membangun persaingan industri 

ang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus 
berdasarkan argumen infant industry, ( c) Gradual and sustainable approach, prioritas dan fokus 
pengambangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan 

Upaya manajemen risiko dalam mengatasi hambatan dalam rangka 
ewujudkan Good Corporate Governance. Upayanya adalah menerapkan dua puluh lima 

rinsip inti pengawasan Bank Sentral, Empat Prinsip Kaji Ulang Pengawasan dan Regulasi Tiga 
Pilar Kesepakatan Basel II. 

Pengaturan sudah cukup baik, hanya saja perlu sanksi yang tegas terhadap internal bank 
ang tidak menjalankan manajemen risiko dengan baik. Bank Indonesia hams lebih selektif 

dalam pengawasan manajemen risiko perbankan khususnya perbankan syariah sehingga 
manajemen risiko perbankan menjadi lebih baik. Perlu upaya lebih selektif sepeti Regulasi Tiga 
Pilar Kesepekatan Basel II, sehingga hambatan dalam penerapan manajemen risiko dapat 
diminimalisir. 

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Good Corporate Governance. 

ii 

Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance. 
an fungsi Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas 

dan untuk mengetahui upaya manajemen resiko dalam mengatasi 
mewujudkan Good Corporate Governance. Adapun manfaat penelitian 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 
berkaitan dengan hukum perbankan Syariah yang berkaitan dengan 

pada perbankan syariah dalarn rangka rnewujudkan good 
praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya 

sebagai regulator dan pengawas di bidang perbankan Syariah dalam mengeluarkan 
perbankan berdasarkan prinsip syariah, dan rnenjadi rnasukan 

mengelola risiko yang sedemikian kompleksnya di dunia perbankan 
manajemen risiko berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Perbankan Syariah. Penerapan manajemen risiko diatur di 
Penerapan manajemen risiko ini merupakan keharusan bagi tiap Bank 

menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan 
Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menetapkan visi dan 

mencanangkan strategis untuk mencapai sasaran pengembangan 
kebijakan yang dapat diterapkan secara konsisten, yaitu (a) 

berdasarkan kebutuhan pasar; (b) fair treatment; membangun persaingan 
berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan 

argumen infant industry, ( c) Gradual and sustainable approach, prioritas 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Berdirinya bank dengan prinsip-prinsip Syariah ]slam atau lebih dikenal 

dengan "Bank Syariah" dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk 

menghindari riba dalam kegiatan muamalatnya, untuk memperofeh kesejahteraan 

lahir dan bhatin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya 

dan juga oleh karena kinginan umat Islam untuk mempunyai altematif pilihan dalam 

mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai . 

Hampir disetiap negeri manapun di dunia ini sector perbankan menjadi tulang 

punggung perekonomian Negara, demikian juga di Indonesia, jika sektor perbankan 

ini terpuruk maka terpuruk pulalah perekonomian negara. 

Berkaitan dengan perekonomian suatu Negara, perbankan Syariah Indonesia, 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pernerataan kesejahteraan rakyat, yang 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, dernokrasi ekonomi dan prinsip 

kehati-hatian.1 

Bank, sebagai badan usaha yang menghirnpun dana dan rnasyarakat dalam 

bentuk simpanan tabungan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak 

1 Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

1 

"Bank Syariah" dilatarbelakangi oleh keinginan umat 

menghindari riba dalam kegiatan muamalatnya, untuk memperofeh 

bhatin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah 

oleh karena kinginan umat Islam untuk mempunyai altematif 

mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai . 

Hampir disetiap negeri manapun di dunia ini sector perbankan menjadi 

perekonomian Negara, demikian juga di Indonesia, jika sektor 

maka terpuruk pulalah perekonomian negara. 

Berkaitan dengan perekonomian suatu Negara, perbankan Syariah 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam 
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2 

be1tentangan dengan prinsip syariah, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit, dan bentuk-bentuk lainnya, pada dasamya bertujuan dalam rangka 

menungkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai pengemban fungsi penghimpun 

dan penyalur dana masyarakat maka bank harus dijalankan dengan menggunakan 

prinsip kehati-hatian. 

Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar bank tersebut terhindar dan risiko 

atau setidak-tidaknya dapat meminimalisir risiko yang ada, dalam hal ini bank 

diharapkan selalu dalam keadaan sehat dan stabil sehingga, dapat melaksanakan 

tujuan pendirian bank tersebut, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Perbankan di fadonesia pada kenyataam1ya sangat rentan dengan risiko, 

karena pada dasarnya bank adalah sebagai "risk mchine" atau mesin bertenaga 

risiko,2 oleh karena itu bank harus bisa mengambil risiko, mentransformasikannya 

dan menancapkannya atau memasukkannya ke dalam produk dan jasa perbankan. 3 

Bank fadonesia selaku otoritas dan pengawas jasa Bank Muamalat ialah 

menetapkan defenisi risiko sebagai potensi kerugian.4 Risiko sebagai suatu potensi 

2 Tedy ferdiansyah, Refleksi don Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan 
Indonesia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), halaman xxi. 

3 Ibid, dalam lembaga perbankan risiko sang ada bukan hanya credit risk. Tetapi juga market 
risk, liquidity risk, operasional risk, legal & regulatory risk, dan human factor risk 

4 Baca Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBl/2004 tentang tindak lanjut 

Pengawasan dan Penetapan Status Bank. 

Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar bank tersebut terhindar 

setidak-tidaknya dapat meminimalisir risiko yang ada, dalam 

selalu dalam keadaan sehat dan stabil sehingga, dapat 

pendirian bank tersebut, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan 

rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Perbankan Perbankan di fadonesia pada kenyataam1ya sangat rentan dengan 

pada dasarnya bank adalah sebagai "risk mchine" atau mesin 

oleh karena itu bank harus bisa mengambil risiko, mentransformasikannya 

menancapkannya atau memasukkannya ke dalam produk dan jasa perbankan. 
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